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1. [bookmark: _Toc215525026]
PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc215525027] Latar Belakang
Sumber penghasilan terbesar Negara berasal dari pajak. Pajak adalah partisipasi wajib dan bersifat memaksa, dibayarkan oleh individu ataupun badan usaha sesuai UU yang dimanfaatkan untuk keperluan pemerintahan. Pajak dimanfaatkan dalam membiayai berbagai keperluan pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana melalui pembangunan dari berbagai sektor demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbesar dan memaksimalkan penerimaan pajak karena pajak berkontribusi besar dalam pendapatan Negara. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbesar dan memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan upaya ekstensifikasi serta intensifikasi pajak. (Meinawati et al., 2024).
Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan kebijakan dari dirjen pajak. Program ini dilaksanakan oleh KPP sesuai dengan lingkup daerah kerjanya.  Dengan adanya kebijakan ini, KPP turut berperan dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah sumber terbesar dari pendapatan negara yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintah serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Yantri, 2022). 


Salah satu KPP yang berperan membantu pemerintah dalam hal pemungutan pajak ialah Kantor Pelayanan Pajak Samarinda yang terbagi menjadi dua wilayah kerja yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Bertugas melakukan pelayanan serta pengawasan perpajakan, yang mencakup penerimaan, pelaporan, pemeriksaan, dan penagihan pajak kepada wajib pajak di wilayah kerjanya sebagai bentuk optimalisasi penerimaan pajak. Grafik di bawah ini menggambarkan target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. periode 2019-2024.

Sumber: Data Sekunder diolah oleh penulis
[bookmark: _Toc216024764]Gambar 1‑1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu
Grafik gambar 1.1 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama 6 (enam) tahun terakhir di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu mengalami pola yang tidak konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir hanya 95,36% dari target dan di KPP Pratama Samarinda Ulu hanya 90,86% dari target. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2020, di KPP Pratama Samarinda Ilir hanya 99,01% dari target dan di KPP Pratama Samarinda Ulu hanya 94,11% dari target. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan di kedua KPP tersebut menunjukkan bahwa dampak dari pandemi covid mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Namun, pada tahun 2021 kinerja kedua KPP mulai membaik di KPP Pratama Samarinda Ilir persentase penerimaan pajak melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 101,36% dan di KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar 117,34% dari target. Begitupun di tahun 2022 persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir mencapai 142,64% dari target dan di KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 163,82%. Pada tahun 2023, persentase penerimaan pajak kembali menurun tetapi masih di atas target masing-masing sebesar 115,12% untuk KPP Pratama Samarinda Ilir dan 118,56% untuk KPP Pratama Samarinda Ulu. Kemudian, di tahun 2024 persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir sebesar 100,70% dan di KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar 100,69%. 
Menurut (Erawati et al., 2019) terdapat beberapa hal yang memengaruhi penentuan target penerimaan pajak, seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sehingga, pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dapat menyebabkan perbedaan antara realisasi dan target penerimaan pajak di kedua KPP tersebut. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah WP yang terdaftar dikenal sebagai upaya ektensifikasi pajak (Meinawati et al., 2024). Target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu lebih tinggi karena jumlah WP terdaftar lebih banyak dibandingkan KPP Pratama Samarinda Ilir. Sehingga, ekstensifikasi pajak berpotensi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. 
Implementasi ekstensifikasi pajak turut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai wilayah. Salah satunya adalah wilayah kota Samarinda yang terbagi menjadi dua unit kerja yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang bertugas dalam menambah jumlah wajib pajak melalui upaya ekstensifikasi. Gambar 1.2 menunjukkan upaya tersebut, dengan jumlah wajib pajak terdaftar dan mempunyai NPWP yang meningkat dari tahun 2019-2024.. 

Sumber: Data Sekunder diolah oleh penulis
[bookmark: _Toc216024765]Gambar 1‑2 Pertumbuhan Kepemilikan NPWP di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu
Grafik pertumbuhan kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa jumlah WP terdaftar dan memiliki NPWP mengalami pertumbuhan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020 merupakan tahun tertinggi meningkatnya pertumbuhan kepemilikan NPWP di kedua KPP tersebut. KPP Pratama Samarinda Ilir meningkat sebesar 18,35% dari 99.718 WP menjadi 118.013 WP. Di tahun yang sama, KPP Pratama Samarinda Ulu meningkat sebesar 16,09% dari 148.526 WP menjadi 172.422 WP. Kondisi ini mencerminkan bahwa KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu telah melakukan upaya ekstensifikasi pajak secara efektif dalam memperluas basis Wajib Pajak. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan kepemilikan NPWP tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak di kedua KPP yang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan kepemilikan NPWP di kedua KPP tersebut mengalami peningkatan yang signifikan (gambar 1.2) sementara pada periode yang sama realisasi penerimaan pajak justru menurun dari target yang ditetapkan (gambar 1.1).
Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak telah dipenuhi dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan upaya intensifikasi pajak yang merupakan tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan maupun WP baru dari kegiatan ekstensifikasi pajak (Meinawati et al., 2024). Menurut (Atarwaman, 2020) pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap WP adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.. 
KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai unit kerja di wilayah Kota Samarinda melakukan tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai upaya dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dilakukan agar WP memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Di KPP Pratama Samarinda Ilir jumlah penunggak pajak menurun 72,59% dari 850 di tahun 2019 menjadi 233 di tahun 2020. Kemudian, jumlah surat penagihan pajak berupa surat teguran yang diterbitkan di tahun yang sama juga menurun 11,36% dari 2.157 menjadi 1.912. Persentase penurunan tersebut menggambarkan bahwa terjadi pencapaian dalam upaya intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan penerimaan pajak yang menurun di tahun yang sama (gambar 1.1). Kondisi yang sama juga terjadi di KPP Pratama Samarinda Ulu jumlah penunggak pajak menurun 1,16% dari 4.035 di tahun 2020 menjadi 3.988 di tahun 2021. Kemudian, di tahun yang sama jumlah surat teguran yang diterbitkan menurun 78,53% dari 326 menjadi 70. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya intensifikasi efektif dalam membuat WP melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, penerimaan pajak di tahun tersebut justru fluktuatif (gambar 1.1). 
Dalam 6 tahun terakhir, penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu memperlihatkan kondisi pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Fenomena serupa juga terjadi dalam sejumlah penelitian terdahulu yang menelaah hubungan antara variabel-variabel tersebut di berbagai wilayah, namun hasil yang diperoleh menunjukkan temuan yang berbeda dan cenderung kontradiktif. Penelitian (Ramadhan et al., 2021) yang dilakukan di wilayah KPP Pratama Batam Utara menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak semakin meningkat. Upaya ekstensifikasi dalam memperluas basis pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Atarwaman, 2020) di KPP Pratama wilayah Ambon yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 
Penelitian (Yantri, 2022) di wilayah KPP Pratama Batam Selatan dan (Marani et al., 2020) di KPP Pratama Jayapura menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Roulani et al., 2020) di wilayah KPP Pratama Kotamobagu yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang berbeda juga terdapat pada penelitian (Jarkoni & Candra, 2025) di wilayah KPP Pratama Cibitung yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan, penelitian (Marani et al., 2020) menyatakan sebaliknya bahwa penagihan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.
Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu menunjukkan bahwa pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan, serta penagihan pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Mengingat pentingnya ketiga faktor tersebut dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka, kondisi tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami sejauh mana pengaruh pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya pada KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai keterkaitan ketiga faktor tersebut dengan penerimaan pajak di lokasi yang berbeda masih menunjukkan inkonsistensi. Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lanjutan guna mengetahui hubungan dan pengaruh pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan, serta penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Perbedaan lain terdapat pada objek penelitian dan jenis data yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data primer, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai dasar analisis.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda Tahun 2019-2024”
[bookmark: _Toc215525028] Rumusan Masalah
Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah pertumbuhan kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda?
[bookmark: _Toc215525029] Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
[bookmark: _Toc215525030] Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dalam lingkup yang luas. Manfaat dari penelitian dapat berupa manfaat yang bersifat praktis atau teoritis. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis berupa penambahan wawasan dalam bidang perpajakan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau landasan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana peningkatan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak..
2. Manfaat Praktis
a) Bagi Wajib Pajak
Manfaat yang diharapkan bagi Wajib Pajak khususnya untuk WP wilayah Kota Samarinda agar tidak melakukan penunggakan pajak dan memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan bahwa kesadaran WP tentang perpajakan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan tata cara perpajakan dengan benar.
b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Samarinda
Manfaat yang diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Samarinda sebagai pemungut pajak dalam penelitian ini untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mendukung pencapaian target penerimaan Negara melalui pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
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[bookmark: _Toc215525031]
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc215525032] Landasan Teori
[bookmark: _Toc215525033]Teori Keuangan Publik
Teori Keuangan Publik menurut Richard A. Musgrave tahun 1959 the theory of publik finance atau teori keuangan publik merupakan ilmu yang mengkaji berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu kesatuan (Jaelani, 2015). Menurut Harvey S. Rosen teori keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam keuangan publik terdapat dua jenis analisis. Pertama, analisis positif menjelaskan hubungan sebab-akibat. Sementara itu, analisis normatif menilai dari aspek etika dan keadilan kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, teori keuangan publik merupakan cabang ilmu yang membahas tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu, seperti mendorong penerimaan Negara melalui pajak dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Menurut (Saragih, 2018) untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya adalah peningkatan dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Teori ini menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah menetapkan suatu peraturan dalam PMK nomor 112/PMK.03/2022 yang berisi tentang pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi dalam sistem administrasi perpajakan. Selain dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dari sudut pandang teori keuangan publik, tindakan ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan perluasan basis pajak. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang berperan dalam memperluas jumlah objek dan subjek pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan bertambahnya basis pajak, potensi penerimaan yang dapat dipungut negara juga akan meningkat. Sehingga, hal tersebut menggambarkan hubungan sebab-akibat dari kegiatan ekstensifikasi berupa pemadanan NIK menjadi NPWP dan peningkatan basis pajak yang akan menambah potensi penerimaan pajak. 
Selain melalui kegiatan ekstensifikasi, pemerintah juga melakukan kegiatan intensifikasi untuk menggali potensi pajak WP. Salah satu kegiatan intensifikasi tersebut ialah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan ketepatan pemungutan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan, potensi pajak yang kurang dibayar dapat diidentifikasi dan ditagih, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun negara. Selaras dengan teori keuangan publik, bahwa tindakan pemeriksaan pajak merupakan tindakan intensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menilai kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pemeriksaan pajak maka dapat mengungkap kekurangan pembayaran pajak sehingga terjadi koreksi yang berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak berperan penting dalam memastikan potensi penerimaan dapat dioptimalkan.
Selain pemeriksaan pajak, terdapat tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan Negara melalui kegiatan intensifikasi. Tindakan tersebut ialah tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Melalui kegiatan ini, jumlah pajak yang tertunda dapat dipulihkan sehingga menambah penerimaan negara. Berdasarkan teori keuangan publik, penagihan pajak merupakan tindakan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dengan dasar hukum untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayar guna meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan dilakukan melalui serangkaian prosedur sesuai peraturan perundang-undangan guna memastikan tunggakan pajak dapat ditagih. Mekanisme ini berfungsi untuk merealisasikan penerimaan atas piutang pajak dari tunggakan pajak, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
[bookmark: _Toc215525034] Pajak
[bookmark: _Toc215525035]Definisi Pajak
Pajak menurut (Roulani et al., 2020) adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara, yang kemudian diterima oleh pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut (Rizkina et al., 2021) Pajak adalah sumber pendanaan utama negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat memaksa sesuai peraturan, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan menjadi sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara sekaligus mendukung pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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Sebagai komponen terbesar dalam pendapatan negara, pajak menjalankan sejumlah fungsi penting. (Resmi, 2019) menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi utama pajak, yakni: 
a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)
Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
b. Fungsi regularend (pengatur)
Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan menegakkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, barang-barang mewah yang diperoleh dari luar negeri dikenakan tarif pajak yang tinggi. Hal tersebut dilakukan guna untuk membatasi pembelian dan peredaran produk luar negeri dan meningkatkan peredaran dan penjualan produk dalam negeri.
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	Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh secara terus-menerus sebagai sumber pembiayaan Negara. Penerimaan pajak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan negara baik untuk memenuhi pengeluaran rutin maupun mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Yantri, 2022). Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam menunjang sarana dan prasarana umum guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan (Roulani et al., 2020). 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah subjek pajak melalui kepemilikan NPWP sesuai ketentuan perundang-undangan (Marani et al., 2020). Sehingga, dengan meningkatnya kepemilikan NPWP maka akan memperluas basis pajak yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dilakukan upaya intensifikasi.
Upaya intensifikasi ialah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah tercatat di administrasi Direktorat Jenderal Pajak, maupun dari wajib pajak baru hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi (Meinawati et al., 2024). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemeriksaan pajak untuk mengawasi dan menguji pemenuhan kewajiban perpajakan (W.P.P & Jati, 2019). Hasil pemeriksaan pajak dapat mengungkap adanya kecurangan dalam pelaporan, misalnya terdapat kekurangan pembayaran. Jika kekurangan tersebut ditemukan, maka hal ini akan meningkatkan potensi jumlah penerimaan pajak. Namun, apabila menimbulkan tunggakan pajak, maka perlu dilakukan tindakan tegas dan memaksa berupa penagihan pajak.
Tindakan penagihan pajak sebagaimana dijabarkan dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 dilakukan agar tunggakan pajak dapat segera dilunasi. Jika, utang pajak tersebut tidak segera dilunasi maka akan mengganggu penerimaan pajak. Oleh karena itu, jurusita pajak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penagihan pajak berperan untuk menjalankan mekanisme penagihan yang sesuai dengan regulasi perpajakan baik penagihan secara pasif hingga aktif (Jaya & Supriyadi, 2021). Sehingga, akan mendorong pelunasan tunggakan utang pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. 
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Salah satu keberhasilan ekstensifikasi sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari bertambahnya pertumbuhan kepemilikan NPWP. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pertumbuhan diartikan sebagai keadaan atau proses bertambahnya sesuatu, baik dalam bentuk perkembangan, kemajuan, maupun hal-hal lainnya. Sehingga, pertumbuhan dalam konteks perpajakan dapat diartikan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditandai dengan kepemilikan NPWP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
Pertumbuhan kepemilikan NPWP mencerminkan bertambahnya jumlah subjek pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. . Dengan semakin luasnya basis pajak yang dapat dipungut maka potensi penerimaan pajak akan meningkat. Sejalan dengan teori keuangan publik yang menjelaskan bahwa pemerintah melakukan tindakan untuk mendorong penerimaan Negara melalui pajak dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang sesuai agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan ekstensifikasi perpajakan yang berfungsi untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak dalam administrasi perpajakan. Semakin besar basis pajak, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat dihimpun negara. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pemilik NPWP sebagai hasil dari kegiatan ekstensifikasi akan memperluas basis pajak dan pada akhirnya meningkatkan potensi penerimaan pajak secara keseluruhan. Sesuai peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.03/2022 WPOP yang berstatus penduduk Indonesia dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak. Sedangkan WPOP bukan penduduk, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit.  Dengan demikian, kepemilikan NPWP merupakan perwujudan pemerintah melalui kegiatan ekstensifikasi dalam memperluas basis pemungutan pajak sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak menerangkan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak (fiskus) merupakan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan tujuan memastikan pemungutan pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perpajakan (W.P.P & Jati, 2019). Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak oleh petugas pajak terhadap wajib pajak dilakukan untuk menilai sejauh mana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.
Pemungutan pajak yang menganut sistem self assessment memberikan celah pada wajib pajak untuk menyetor dan melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelaksanaan pemeriksaan harus dapat memastikan ketepatan dan kelengkapan dalam pelaporan, penyampaian, pemotongan, pemungutan, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak (Marani et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan kegiatan intensifikasi berupa pemeriksaan pajak untuk menggali potensi pajak yang mungkin belum dilaporkan oleh wajib pajak. Berdasarkan teori keuangan publik, pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan ketepatan pemungutan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan, potensi pajak yang kurang dibayar dapat diidentifikasi dan ditagih, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun negara.
[bookmark: _Toc215525040]Jenis Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 terdapat tiga jenis pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu sebagai berikut:
1. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam. 
2. Pemeriksaan terfokus adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam. 
3. Pemeriksaan spesifik adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.
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Pelaksanaan pemeriksaan merupakan kewenangan tim pemeriksa yang ditetapkan berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Pemeriksa pajak berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak sebagai bentuk pemberitahuan resmi. Surat tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, pemeriksa pajak dan wajib pajak melakukan pertemuan, baik secara langsung maupun melalui media daring, guna membahas proses pemeriksaan. 
Hasil dari pemeriksaan kemudian disampaikan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan dalam jangka waktu lima hari kerja wajib memberikan tanggapan tertulis terhitung sejak tanggal diterimanya SPHP. Kemudian, dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diakhiri dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). SKP tersebut merupakan produk hukum dari pemeriksaan pajak yang meliputi:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Dapat disimpulkan, melalui hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), dapat ditentukan jumlah pajak yang masih terutang atau kurang bayar, kelebihan pembayaran, atau tidak terdapat selisih (nihil). Selain itu, diterbitkannya STP terhadap wajib pajak dapat berupa tagihan pajak, sanksi administrasi baik bunga atau denda. Sehingga koreksi dari SKP maupun STP tersebut akan berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak.
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Penagihan pajak diatur dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penunggak pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut (Jaya & Supriyadi, 2021) pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah jurusita pajak. Jurusita pajak berperan dalam memastikan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme penagihan yang sesuai dengan regulasi perpajakan. Berdasarkan teori keuangan publik, tindakan penagihan pajak merupakan tindakan pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak yang dilakukan untuk memperoleh kembali penerimaan pajak yang tertunda akibat dari tunggakan pajak. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak.
Regulasi tentang penagihan pajak yang diatur dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023 merupakan landasan hukum bagi petugas pajak (fiskus) untuk melaksanakan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak (Roulani et al., 2020). Sehingga, pelaksanaan penagihan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa wajib pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. Penagihan pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :
a. Penagihan pajak pasif ini dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan penunggak pajak dengan menerbitkan surat berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, serta Putusan Banding. Jangka waktu penerbitan surat tersebut selama 21 hari, jika tidak dilunasi dari tanggal jatuh tempo, maka akan diberikan waktu 7 hari untuk melunasi sebelum tindakan penagihan aktif dilakukan (Nissa & Muslimin, 2023). 
b. Penagihan pajak aktif adalah penagihan yang dilakukan petugas pajak dan pihak berwenang dengan mengambil peran yang lebih aktif dalam menagih tagihan pajak dari wajib pajak. Mereka dapat melakukan hal ini dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), hingga pelelangan properti yang disita (Jaya & Supriyadi, 2021). 
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Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang membahas variabel-variabel terkait dalam penelitian ini. Studi-studi sebelumnya digunakan sebagai dasar rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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	No
	Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	(Roulani et al., 2020)
	Variabel Dependen:
1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak 
Variabel Independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemeriksaan Pajak
3. Penagihan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak


	2.
	(Marani et al., 2020)
	Variabel Dependen:
1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak 
Variabel Independen:
1. Kepemilikan NPWP
2. Pemeriksaan Pajak
3. Penagihan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan variabel Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.


Disambung pada halaman berikutnya




Tabel 2‑1 Sambungan
	No
	Tahun Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	3.
	(Atarwaman, 2020)
	Variabel Dependen:
1. Penerimaan Pajak 
Variabel Independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemeriksaan Pajak
3. Penagihan Pajak
4. Kesadaran Wajib Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap Peneriman Pajak sedangkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

	4.
	(Ramadhan et al., 2021)
	Variabel Dependen:
1. Penerimaan Pajak 
Variabel Independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemeriksaan Pajak
3. Penagihan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak

	5.
	(Yantri, 2022)
	Variabel Dependen:
1. Penerimaan Pajak 
Variabel Independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemeriksaan Pajak
3. Penagihan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

	6. 
	(Jarkoni & Candra, 2025)
	Variabel Dependen:
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan 
Variabel Independen:
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Penagihan Pajak
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.


Sumber: Jurnal Terdahulu, 2025
Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mereplikasi penelitian-penelitian sebelumnya, namun memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan utama terletak pada penggunaan dasar teori. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, (Roulani et al., 2020), (Marani et al., 2020), (Atarwaman, 2020), (Ramadhan et al., 2021), (Yantri, 2022), dan (Jarkoni & Candra, 2025) sebagaimana tercantum pada tabel 2.1, tidak menempatkan teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori keuangan publik sebagai pijakan utama dalam merumuskan hipotesis dan mengarahkan pencarian kebenaran ilmiah. Selain itu, perbedaan lain juga terlihat pada aspek objek penelitian, periode pengamatan, serta jenis data yang digunakan. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan data primer sebagai bahan analisis. 
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Kepemilikan NPWP merupakan identitas resmi wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan untuk menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi pajak. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan pemadanan NIK menjadi NPWP untuk memperluas basis pajak yang dapat dipungut pajak. Dari sudut pandang teori keuangan publik, langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui proses ekstensifikasi perpajakan. Ekstensifikasi berfungsi memperluas cakupan subjek dan objek pajak yang tercatat dalam sistem administrasi. Ketika basis pajak semakin besar, jumlah potensi penerimaan yang dapat dihimpun negara juga akan meningkat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya jumlah kepemilikan NPWP sebagai hasil dari upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak yang akan memperbesar potensi penerimaan pajak secara keseluruhan. 
Pemerintah juga melakukan kegiatan intensifikasi untuk menggali potensi pajak yang mungkin belum dilaporkan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah pemeriksaan pajak.. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan ketepatan pemungutan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan, potensi pajak yang kurang dibayar dapat diidentifikasi dan ditagih, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun negara. Selaras dengan teori keuangan publik, pemeriksaan pajak menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menilai kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pemeriksaan pajak maka dapat mengungkap kekurangan pembayaran pajak sehingga terjadi koreksi yang berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak membantu mengoptimalkan potensi penerimaan yang dapat dipungut negara. 
Pemerintah juga melakukan tindakan penagihan pajak sebagai bagian dari kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara. Penagihan pajak dilakukan untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Melalui kegiatan ini, jumlah pajak yang tertunda dapat dipulihkan sehingga menambah penerimaan negara. Berdasarkan teori keuangan publik, penagihan pajak merupakan tindakan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui petugas pajak dengan dasar hukum untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayar guna meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar tunggakan pajak dapat dipastikan tertagih. Dengan demikian, mekanisme penagihan berperan dalam merealisasikan penerimaan atas piutang pajak dan membantu memaksimalkan potensi penerimaan negara:
Teori Keuangan Publik
Tindakan Pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan Negara dari pajak
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Teori keuangan publik menyatakan bahwa pemerintah menetapkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah tindakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Tindakan tersebut merupakan ekstensifikasi pajak yaitu tindakan dalam memperluas jumlah objek dan subjek pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi sesuai ketentuan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 pemerintah melakukan peningkatan basis pajak melalui pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai identitas resmi dalam sistem administrasi perpajakan. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperluas basis pajak menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi. Dengan bertambahnya basis pajak, potensi penerimaan yang dapat dipungut negara juga akan meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan kepemilikan NPWP dari kegiatan ekstensifikasi maka jumlah basis pajak juga akan meningkat. Dengan demikian, peluang untuk meningkatnya penerimaan pajak juga semakin besar karena semakin banyak entitas yang teregistrasi dan terpantau dalam sistem administrasi pajak sebagai basis pajak. 
Hal tersebut sejalan dengan penelitian (W.P.P & Jati, 2019) terkait semakin tinggi kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak semakin meningkat. Begitupun penelitian (Yantri, 2022) menyebutkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP, maka penerimaan pajak negara juga akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa NPWP tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal, tetapi juga sebagai instrumen dasar untuk memperluas jangkauan pemungutan pajak. Semakin banyak jumlah basis pajak maka akan meningkatkan pertumbuhan kepemilikan NPWP yang nantinya akan memperluas jangkauan subjek, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.  Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Pertumbuhan Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Pajak
[bookmark: _Toc215525048]Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan teori keuangan publik, tindakan pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintah berupa intensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menilai kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pemeriksaan pajak maka dapat mengungkap kekurangan pembayaran pajak sehingga terjadi koreksi yang akan berdampak dalam menambah penerimaan pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kegiatan perpajakan menganut sistem Self Assessment, sehingga perlu dilakukannya pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kegiatan intensifikasi berupa pemeriksaan pajak untuk menggali potensi pajak dari wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan ketepatan pemungutan pajak. Melalui kegiatan pemeriksaan, potensi pajak yang kurang dibayar dapat diidentifikasi dan ditagih, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun negara. Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang dicurigai tidak memenuhi atau memiliki indikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajaknya. Pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Melalui, pemeriksaan pajak maka dapat mengungkap kekurangan pembayaran pajak atas pelaporan pajak sehingga terjadi koreksi atas nominal tersebut yang jika berhasil ditagih akan berdampak langsung dalam menambah penerimaan pajak.  
Maka berdasarkan uraian tersebut semakin tinggi pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan lebih meningkat. Karena dapat menggali potensi dari kekurangan pembayaran pajak. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Ramadhan et al., 2021) jika seorang pemeriksa pajak mampu menjalankan setiap tahap pemeriksaan dengan baik dan efektif, maka hal itu akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Demikian juga dengan penelitian (Marani et al., 2020) juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara, sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar pelaksanaannya berjalan efektif. 
Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak diharapkan dapat mendorong peningkatan potensi dari kekurangan pembayaran pajak. Sehingga, kegiatan pemeriksaan pajak yang efektif dapat memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak
[bookmark: _Toc215525049]Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan teori keuangan publik, penagihan pajak merupakan tindakan pemerintah berupa intensifikasi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dengan dasar hukum untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayar guna mengoptimalkan pendapatan Negara melalui pajak. Penagihan pajak ialah tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menagih tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Penagihan tersebut dilakukan melalui serangkaian prosedur mulai dari tindakan persuasif hingga represif sesuai peraturan perundang-undangan guna memastikan tunggakan pajak dapat ditagih. Mekanisme ini berfungsi untuk merealisasikan penerimaan atas piutang pajak dari tunggakan pajak, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
Hasil penelitian (Yantri, 2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak maka penerimaan pajak akan lebih meningkat. Artinya, dengan adanya tindakan penagihan pajak maka jumlah tunggakan pajak dapat ditagih dan direalisasikan, sehingga penerimaan negara dari pajak ikut bertambah. Penelitian (Atarwaman, 2020) juga mengatakan bahwa semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa semakin kuat dan konsisten upaya penagihan pajak yang dilakukan, maka semakin besar potensi pajak yang dapat dihimpun dari piutang yang tertagih atas tunggakan pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak
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[bookmark: _Toc215525050]
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc215525051] Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional terkait dengan judul penelitian ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. 
[bookmark: _Toc215525052]Penerimaan Pajak 
Penerimaan pajak merupakan capaian yang berhasil dikumpulkan dari seluruh jenis pajak selama periode tertentu. Dalam penelitian ini penerimaan pajak diukur menggunakan rumus efektivitas. Menurut (Rizkina et al., 2021) efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas ditunjukkan melalui keberhasilan merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, variabel penerimaan pajak dapat diukur dengan rumus:
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[bookmark: _Toc215525053]Pertumbuhan Kepemilikan NPWP (X1)
Pertumbuhan kepemilikan NPWP merupakan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki kewajiban perpajakan berupa memenuhi dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Halimatusadiah & Mahatmyo, 2022) pertumbuhan jumlah wajib pajak merupakan nilai meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga, pertumbuhan kepemilikan NPWP dapat diukur dengan rumus:


Keterangan:
WPn	: Jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP periode berjalan
WPn-1	: Jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP periode sebelumnya
[bookmark: _Toc215525054]Pemeriksaan Pajak (X2)
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menguji wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan pajak ini menjadi dasar dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan produk hukum dalam menambah penerimaan pajak. Menurut (Muhammad & Sunarto, 2018) variabel pemeriksaan pajak dapat diukur dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) berjenis SKPKB dan SKPKBT berdasarkan nilai pembayaran dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Pemeriksaan yang dilakukan dapat berpotensi menambah penerimaan pajak apabila dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKP. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:



[bookmark: _Toc215525055]Penagihan Pajak (X3)
Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik ditagih secara pasif hingga aktif. Tindakan penagihan ini menunjukkan terjadinya keterlambatan atau penghindaran pembayaran yang semestinya dilakukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya tunggakan pajak yang menurunkan penerimaan rutin Negara. Oleh karena itu, penagihan pajak justru berperan penting sebagai upaya remedial atau pemulihan atas kondisi tersebut. Hasil dari penagihan tersebut kemudian masuk sebagai pencairan tunggakan pajak dari upaya penagihan. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak pada akhirnya akan menambah penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak.  Menurut (Ariyudi et al., 2025) penagihan pajak dapat diukur dengan rumus:




[bookmark: _Toc215525056] Jenis dan Sumber Data
Jenis data dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder. Menurut (Fasindah & Purnama, 2024) data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Data tersebut diperoleh dari Kantor pelayanan pajak Samarinda yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu berupa:
1. Jumlah WP terdaftar dengan memiliki NPWP tahun 2019-2024 di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
2. Jumlah nominal SKP dari pemeriksaan pajak yang diterbitkan dan berhasil dibayarkan tahun 2019-2024 di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
3. Jumlah nominal tunggakan pajak yang terbit dan berhasil ditagih tahun 2019-2024 di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda.
4. Jumlah nominal target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda tahun 2019-2024.
[bookmark: _Toc215525057] Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dari Kantor Pelayanan Pajak Samarinda yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data yang diperoleh dari tahun 2019-2024 yaitu jumlah kepemilikan NPWP, hasil pemeriksaan pajak, hasil penagihan pajak, serta laporan target dan realisasi penerimaan pajak.
[bookmark: _Toc215525058] Alat Analisis 
Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa SPSS untuk menguji variabel-variabel dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian yaitu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc215525059]Analisis Statistik Deskriptif
Menurut (Balaka, 2022) analisis statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengolah dan menggambarkan data sampel dengan cara menyusun, merangkum, serta menyajikannya dalam bentuk yang teratur sehingga lebih mudah dipahami. Melalui analisis statistik deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik data yang diteliti sehingga mudah untuk memahami variabel-variabel dalam penelitian.
[bookmark: _Toc215525060]Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa persamaan dalam model regresi memenuhi kriteria dan hasil analisis dapat dipercaya (Yudaruddin, 2021).
[bookmark: _Toc215525061] Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah model regresi menghasilkan variabel residual (error) yang berdistribusi normal atau tidak.  Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengujian normalitas, salah satunya adalah uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh > 0,05 maka residual dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka residual dianggap tidak berdistribusi normal (Yudaruddin, 2021).
[bookmark: _Toc215525062] Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terdapat gejala multikolinearitas maka dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Jika hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10 berarti tidak adanya gejala multikolinearitas pada variabel independen dan variabel tersebut layak digunakan sebagai prediktor (Yudaruddin, 2021).
[bookmark: _Toc215525063] Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi ada atau tidaknya perbedaan variance residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Apabila variance residual bersifat konstan, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas, sedangkan jika variance residual berbeda antara satu pengamatan dengan yang lain disebut heteroskedastisitas . Pengujian heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan uji glejser.  Jika nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan pada model regresi tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang artinya data non heteroskedastisitas (Yudaruddin, 2021).
[bookmark: _Toc215525064] Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah autokorelasi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi ialah uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut (Yudaruddin, 2021):
1. Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif atau DW > 4 - dL maka ada autokorelasi negatif. 
2. Jika dL < DW < dU atau 4 – dU < DW < 4 - dL maka tidak dapat disimpulkan.
3. Jika dU < DW < 4 – dU maka tidak terjadi autokorelasi
[bookmark: _Toc215525065]Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji Kelayakan Model atau Uji F digunakan untuk melihat ketelitian model/kelayakan model dari regresi. Suatu model regresi dikatakan layak apabila nilai F hitung > F Tabel dan nilai sig. < 0,05 berarti signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi dari seluruh variabel menunjukkan estimasi yang mendekati observasinya yang berarti model regresi layak (Yudaruddin, 2021)
[bookmark: _Toc215525066]Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Purba et al., 2021). Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu pertumbuhan kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Sedangkan variabel dependen ialah penerimaan pajak. Dengan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda periode tahun 2019-2024. Sehingga, dapat dirumuskan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:


Keterangan:
Y		= Penerimaan pajak
		= Konstanta
		= Koefisien Regresi
		= Pertumbuhan Kepemilikan NPWP
		= Pemeriksaan Pajak
		= Penagihan Pajak
		= Standar error
Koefisien regresi dengan nilai positif (+) menunjukkan bahwa variabel berjalan searah dengan setiap kenaikan variabel dependen akan diikuti oleh variabel independen begitupun sebaliknya. Sedangkan, nilai koefisien regresi negatif (-) menunjukkan bahwa variabel berjalan dua arah dengan setiap peningkatan variabel independen akan diikuti oleh penurunan variabel dependen, begitupun sebaliknya. 
[bookmark: _Toc215525067]Uji Partial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Apabila hasil uji t menunjukkan nilai t hitung > daripada t tabel serta nilai sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Purba et al., 2021).
[bookmark: _Toc215525068]Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Analisis koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai R2 dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rentang mulai dari diatas 0% hingga dibawah 100%. Semakin tinggi nilai R2, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan dapat dikatakan semakin baik. Sebaliknya, apabila nilai R2 rendah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas dan terdapat kemungkinan adanya faktor lain di luar model yang lebih berpengaruh (Purba et al., 2021).

[bookmark: _Toc215525069]DAFTAR ISI
Ariyudi, B. W., Fionasari, D., & Azmi, Z. (2025). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Ppn. Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo, 11(1), 22–39. Http://ejurnal.Seminar-Id.Com/Index.Php/Ekuitas/Article/View/4577%0ahttps://Ejurnal.Seminar-Id.Com/Index.Php/Ekuitas/Article/Download/4577/2435
Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Akuntansi, 6(2), 1–17.
Balaka, M. Y. (2022). Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif. Widina Bhakti Persada Bandung. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Klfmeqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Metode+Penelitian+Kuantitatif+Sugiyono+2022&Ots=Kl0dfpnsto&Sig=Abcrble3vebia7ltzb28sjesfx4&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Metode Penelitian Kuantitatif Sugiyono 2022&F=False
Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 10(3), 356–367.
Fasindah, M., & Purnama, K. (2024). Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Pendekatan Kuantitatif (A. S. Arum (Ed.)). Anak Hebat Indonesia.
Halimatusadiah, P., & Mahatmyo, A. (2022). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Pmk No. 86 Tahun 2020 Berpengaruh Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kpp Pratama Depok Cimanggis Pada April 2020-Desember 2020. Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen Pnj, 3. Http://Prosiding-Old.Pnj.Ac.Id/Index.Php/Snampnj/Article/View/5716
Jaelani, A. (2015). Management Of Public Finance In Indonesia: Review Of Islamic Public Finance. Mpra. Munich Personal Repec Archive2.
Jarkoni, J., & Candra, W. (2025). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak, Pratama Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 5(1), 71–85. Https://Doi.Org/10.56145/Ekobis.V5i1.302
Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(2), 114–123. Https://Doi.Org/10.31092/Jpi.V5i2.1396
Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. Accounting Research Unit (Aru Journal), 1(1), 23–32. Https://Doi.Org/10.30598/Arujournalvol1iss1pp23-32
Meinawati, H., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Tahun 2017- 2022. Jatama: Jurnal Akuntansi Pratama, 1(2), 1–7. Https://Jatama-Feb.Unpak.Ac.Id/Index.Php/Jatama/Article/View/115
Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37–45. Https://Doi.Org/10.29230/Ad.V2i1.2220
Musgrave, Abel, R., & Musgrave, R. A. (1959). The Theory Of Public Finance: A Study In Public Economy. New York: Mcgraw-Hill, 658.
Nissa, C., & Muslimin, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(1), 386–396. Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V5i1.1599
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/Pmk.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (2022). Https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Download/A7c0b23a-A5ac-482f-A89e-94a3d7eff74d/112~Pmk.03~2022per.Pdf%0ahttps://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/217310/Pmk-No-112
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak (2015).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/254091/Pmk-No-61-Tahun-2023
Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software Spss Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Karya Abdi, 5(2), 202–208.
Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). Menara Ekonomi, 7(3), 20–34.
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus. Penerbit Salemba Empat.
Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(2), 12–26. Https://Journal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Akuntansibisnisdanpublik/Article/View/1155/1023
Rosen, H. S. (2002). Public Finance: Essay For The Encyclopedia Of Public Choice. Princeton University: Ceps Working Paper, 80.
Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 66–73. Https://Doi.Org/10.32400/Iaj.27712
Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan, 3(1), 17–27.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
W.P.P, T. G. A. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wp Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 8(5), 443–464. Https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2019.V08.I05.P01
Yantri, O. (2022). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Selatan). Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam, 12(2), 50–72.
Yudaruddin, R. (2021). Laboratorium Statistik. In Rv Pustaka Horizon.
 
TARGET PENERIMAAN PAJAK ILIR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1598170698000	1259773430000	1063379389000	1100447202000	1435995900000	1805000000000	TARGET PENERIMAAN PAJAK ULU	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1403457993000	1133693932000	1090587635000	1296884713000	2464641791000	3810000000000	REALISASI PENERIMAAN PAJAK ILIR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1523976129435	1247343217930	1077870319815	1569713346951	1653087803836	1817673735157	REALISASI PENERIMAAN PAJAK ULU	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1275153765559	1066928993585	1279704204891	2124593317281	2922074779464	3836408687150	KPP Pratama Samarinda Ilir	2019	2020	2021	2022	2023	2024	99718	118013	126259	135489	145191	160469	KPP Pratama Samarinda Ulu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	148526	172422	182530	194605	207214	226274	

image1.png




